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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222/PMK.07/2010
TENTANG

ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal
13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Pgjak Bumi dan
Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada
Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3569);
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Menetapkan :

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2009

tentang Perkiraan Alokas Pgak Bumi dan Bangunan
Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Dagrah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN
KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasal 1

(1) Penerimaan negara dari Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan
imbangan 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah Pusat dan 90%
(sembilan puluh persen) bagian daerah.
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